. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank yang dengan fungsinya antra lain sebagai perantara pihak-
pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak
yang kekurangan dan memerlukan dana (lock of funds) serta melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran
bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi demikian,
maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan
masyarakat.guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank
pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga
ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak
sendi kepercayaan masyarakat.

Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas
bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan.
Sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem transaksi
manual (manual transaction) ke sistem transaksi digital (digital transaction)
dengan mengunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet.
Transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan
kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa

membatasi oleh ruang dan waktu®

' Djoni S Gazali, dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Cet.ke-1, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 16.
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Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang
piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak
konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang
diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaaan oleh para
pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah
perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa
pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (coleteral) yang
memadai’.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa
melalui pengadilan. Pada prateknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan
Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang
Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi
melalui lembaga eksekusi.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi
Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,
penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang
berwenang.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya

UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan

* Ibid, him. 17



Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.
Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan
atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar
di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur
lainnya®.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun
pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama
diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya
hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan
menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan
Undang-Undang Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak preferen atas
piutangnya dan berlakunya asas droit de suite atas benda jaminan, bagi
pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan
memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Namun
menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa®:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar
Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tetap berlaku.

* Ade dan Edia Hendiman, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Arthesa, Jakarta.
him. 14
® Ibid. him. 15.



Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia
secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil
merupakan akta otentik Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa
pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian
juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia,
padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat
riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di
lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite. Praktek yang terjadi,
lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan
mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak
dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta
jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan
biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat
bukti sah, misalnya di pengadilan®.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk
dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara
lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti
pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan
biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda
jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan
hukum dalam masyarakat. Tidak mengherankan akibat praktek damai

demikian, kasus-kasus lamban dan susahnya eksekusi fidusia menjadi

® Grace P Nugroho, 2002, Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia
dengan Akta di Bawah Tangan, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, him. 7



persoalan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian

jaminan fidusia tidak efektif karena susahnya pelaksanaan eksekusi.
Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan suatu

peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan

itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang

berkepentingan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia

selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada, juga

hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum,

maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran

jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian

hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.
Beberapa asas yang dianut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

adalah’:

- Asas kepastian hukum;

- Asas publisitas;

- Asas perlindungan yang seimbang;

- Asas menampung kebutuhan praktek;

- Asas tertulis otentik;

- Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal
11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut,

Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang

7 Satrio J 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti,
him. 5.



merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan
tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan objek benar-
benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia sehingga
kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat
mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.Pendaftaran jaminan fidusia
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya,
kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah
negara RI.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum
dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam
Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia di Lembaga

Pembiayaan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
dapat diambil pokok masalah, yaitu:
a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan
Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia?.
b. Apakah Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum
terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan

Fidusia?.

2. Ruang Lingkup



Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu
membatasi ruang lingkup penelitian pada Bank Maya Pada Kota Metro.
Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Perlindungan Hukum
Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

(Study pada Bank Mayapada).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan
penelitian ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam
Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia.
b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan
Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi

Jaminan Fidusia.

2. Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan
mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi
pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan
Fidusia.

b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak

penegak hukum dalam mempertimbangkan Perlindungan Hukum



Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan

Fidusia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian
hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga

masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan?®.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep
khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah
yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan
dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Perlindungan Hukum: memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.

b. Debitur adalah: orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman
ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang
dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang
akan dating. Pemberian pinjaman kadang juga memerlukan jaminan

atau agunan dari pihak debitur.

8 Mertokusumo, 2007, Kepastian Hukum. Jakarta, Rieneka Cipta. him. 160



c. Prosedur, menurut KBBI adalah: rangkaian cara, urutan yang sudah

diatur sedemikian rupa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan
sesuatu.

Eksekusi, dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan,
menyita energy, biaya dan pikiran. Puncak dari suatu perkara perdata
adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan.

. Jaminan Fidusia adalah: Sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat 1

Undang-undang No. 42 tahun 199, tentang fidusia yang berbunyi bahwa
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya dalam bentuk kredit dan
atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang

banyak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka

penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah,
kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual

sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-
pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini,
yang terdiri dari Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam

Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang
langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data,

jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalan bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian
yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang
menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam

Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia.

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara
singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari
penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat

lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.



